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LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Instrumen wawancara dengan pemerintah Desa Purwadadi

1. Bisa Bapak/lbu jelaskan bagaimana mekanisme penetapan
penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi secara rinci?

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan penerima
bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi?

3. Dalam pelaksanaanya, apakah ada hambatan dalam menetapkan
siapa saja penerima program bantuan langsung tunai di Desa
Purwadadi?

4. Menurut Bapak/Ibu apa dampak dari program ini ditengah-tengah
masyarakat?

5. Dalam Konsep kenegaraan good and clean government bermakna
model pemerintahan yang baik dan berwibawa. Menurut
Bapak/lbu apa kiranya upaya yang harus dilakukan untuk
menciptakan lingkungan pemerintahan yang seperti itu?

6. Pandangan Bapak/Ibu mengenai tercapainya kesejahteraan antar
pihak, baik dari pengurus Desa sampai dengan masyarakat
apakah harus berkesinambungan atau bagaimana?

7. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu mengenai money oriented?
Apakah ada solusi tentang ini, dan respon pengurus Desa dan

masyarakat sebaiknya bagaimana?
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B. Instrumen wawancara dengan Badan Pengawas Desa Purwadadi
1. Apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan tentang apa itu program
bantuan langsung tunai, dan ada berapa program tersebut yang
berjalan di Desa Purwadadi?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Desa mengenai mekanisme
penetapan penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi?
3. Sejauh mana peran Badan Pengurus Desa dalam melakukan
pengawasan?
4. Dalam prosesnya apakah ada kendala?
5. Apakah ada kemungkinan evaluasi?
6. Harapan Bapak/Ibu tentang program bantuan langsung tunai ini
bagaimana?
C. Instrumen wawancara dengan masyarakat di Desa Purwadadi
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program bantuan
langsung tunai? Tujuan program ini untuk apa?
2. Apakah Bapak/lIbu mengetahui syarat agar mendapatkan program
bantuan langsung tunai?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pengurus

Desa Purwadadi?



103

. Apakah program ini sudah tepat sasaran? Ataukah dalam
pelaksanannya masih tidak tepat sasaran?
. Apakah program ini cukup membantu masyarakat di Desa

Purwadadi?

Bagaimana harapan Bapak/lbu mengenai bantuan langsung tunai?
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KEPALA DESA PURWADADI
KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGOARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWADADI

Menimbang ¢ a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala
Desa tentang penctapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 FPerubahan Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
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tentang Pengelolaan Keuangs -‘{"I‘i~7-;':"*'.\_
5, \ndoneala Tahun 2018 Nomor 611); o
+ Peraturan Menteri Doaa, Pem n 1 .
anumigrasl Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah
f;o-;)_(aem Negara Republik Indonesia Tahun 201
’

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdaysan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdaynan Masyarakat Desa (Berita Nogara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

9. Peraturan Monteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Tranamigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

10, Peraturan Menterd Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasl Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

11, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengelolnan Dana Desa (Berita Negarn Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1051);

12, Pernturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa,

13, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14, Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang
Penyusunan Peraturan di Deaa;

15, Peraturan Bupatl Serang Nomor 72 Tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Derdasarkan Halk Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Derskala Desa di Kabupaten Serang

16, Peraturan Bupati Serang Nomor 120 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun
Anggaran 2023;

17, Peraturan Bupati Serang Nomor 304 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18, Peraturan Bupatl Serang Nomor 96 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;

19, Peraturan Desa Purwadadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa
Purwadadi Tahun 2024 Nomor 3),

20, Peraturan Desa Purwadadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Purwadadi Tahun 2025 Nomor 3);

LB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA  MANFAAT

ESNTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN
25
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Pasal |

?‘1‘“‘ Peraturan Kepala Desa inf yang dimaksud dengan:

. Dm"-:nmh Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangl

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalsh penyelenggarann  urusan
pemerintaban dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai  wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan  yang anggotanya
merupakan wakil darl penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,

7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan
Desa maupun keputusan yang lain.

8, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian  bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dan diputuskan melalul musyawarah Desa sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-
undangan,

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunal Desa
yang selanjutnyn disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT
Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah
Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
untuk berhak menerima BLT Desa,

2.

BAB 11
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2
Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada
keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat,

Pasal 3

(1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang
berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang
ditetapkan oleh Pemerintah,

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar
dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat)
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Desa tidak terdapat data keluarga miskin

mmm&m""& BLT Desa

berdasarkan kriteria sebagai berikut: '

A, kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;

¢, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin,

Pasal 4
Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 adalah keluarga yang tidak pernah
mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima
manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu
Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5
Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran
penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa
ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua
belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan
kedua belas per keluarga penerima manfaat,

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
scbesar Rp, 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap
bulan; dan

(3} Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
langsung kepada penerima manfaat.

BAB 1V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh;
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat;
c. DPMD Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten,
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Pada tanggal : 17 Januari 2025
KEPALA DESA PURWADADI

Diundangkan di Desa Purwadadi
Pada tanggal : 17 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PURWADADI

MUHAMAD MA'MAR
BERITA DESA PURWADADI TAHUN 2025 NOMOR 2
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LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Purwadadi
Nomor ;2 Tahun 2025

Tanggal : 17 Januari 2025
Tentang: Penetapan  Keluarga  Sasaran
Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
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TAHUN ANGGARAN 2025

NO, N L/ PEKER|KRITERIA| ALAMAT LENGKAP

il [ sz JAAN | BLT DUSUN | RW] BT
2 @) 5 " = » m

L
1. | SARMI P | 3604176407650001 a9 6 Kp. Lebak Bojong 06 | 19
2. |RASIH Pl 3604174107570024 | 99 6 Kp. Lebak Bojong | 05 | 18
3. | TUusaNt P | 3604174107460006 | 99 6 Kp. Lebak Bojong | 05 | 20
4. | TARI P|3604174107650000 | 99 6 Kp. Ast 02 | 06
5. | KULEBAH Pl 3604174107570011 | 99 4 Kp. Astana 02 | 06
6. | SURNAWATI | P| 3604174107600008 | 99 5 Kp. Astana 02 | 06
7. | DURNIT P| 3604174107370010 12 7 Kp. Lebak Sukaraja | 04 | 16
8. | SATIVAH P| 3604175009580002 | 99 6 Kp. Jamplaon 03 | 12
9. | SUKANTI P| 3604354305670001 | 99 4 Kp. Jamplaon 03 | 10
10. | SUARDI L | 3604170507630001 99 5 Kp. Jampl 03| 12
11. | SAFE1 L| 360a171702520001 | 99 2 Kp. Ragas 06 | 21
12. | ROAINA P| 3604353308030005 | 99 6 Kp. Ragas 01| 05
13. | MAMANAH | P|3608174611510001 | 99 7 Kp. Jamplaon 03| 10
14. | ROKHIS L| 3604351504000001 | 99 3 Kp. Jampl 03!l 11
15. | ANISPUAD L] 3604171002700004 | 99 3 Kp. Ragas 01 05
16. | TEBOK P| 3604174107840009 99 2 Kp. Ragas 06 | 05
17. | MARWI Pl 3604174811510002 | 99 7 Kp. Jampl 03| 10
18, | SUIRAT Pl 3604175606730004 | 99 B Kp. Ragas 01|05
19. | AMIYAH P| 3604174302620001 | 99 7 Kp. Jamplaon 03! 10
20. | SAWIYAH P| 3604176205920001 @ 99 7 Kp. Ragas 01 01
21. | UMROH P| 3604175105760002 | 99 5 Kp. Lebak Sukarsja | 04 | 15
22. | MASBEKOT | P 3604174504730001 G0 7 Kp. Jamplaon 03 | 11
23. | MADARIS L | 3604171605660001 3 2 Kp. Jamplaon 03! 10
24. | SENI P 3604175401620001 99 5 Kp. Mamengger 03 | 09
25. | AKOT P| 3604354511570001 99 5 Kp. Mamengger | 02 | 05
26. | M JET L| 3604171505820001 99 3 Kp. Jamplaon 03 | 10
27. | ARNI P| 30605174107670023 | 99 5 Kp. Lebak Sukaraja | 04 | 16
28. | SAIMAH P| 3604175107590011 99 7 Kp. M BEET 03 | 09
20. | MAE P| 3604355505450001 99 5 Kp. Ragas 01 | 01
30. | JUWER P| 3604174200520001 99 1 Kp. Jamplaon 03| 11
KEPALA DESA PURWADADI

MAMUN



